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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Permasalahan 

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia telah membawa 

dampak perubahan besar pada seluruh aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Salah 

satu agenda reformasi adalah pengelolaan keuangan daerah dengan 

diberlakukannya kebijakan otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan 

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 

33 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas maka 

pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah ini merupakan kesempatan 

yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya 

dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Namun kewenangan 

otonomi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. 

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah 

dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang 

keuangan daerah.  

Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan 

pertanggungjawaban yang transparan, laporan keuangan pada lembaga 

pemerintahan  daerah  dianggap  masih  memiliki  banyak  keterbatasan  penyajian. 

Keraguan masyarakat ini dapat diatasi dengan adanya pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara  yang  dapat  digunakan  pemerintah  

daerah dalam  mencapai  pemerintahan  yang  baik. Pasal 4 PP No. 105 tahun 2000 
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tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan 

bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan  secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan 

tanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan Pemerintah 

daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

utama antara  lain,  penerimaan  daerah,  belanja  daerah,  pembiayaan  daerah,  

sumber  daya  manusia  dan  kondisi makro ekonomi suatu daerah. Kinerja 

keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. 

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa 

lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang 

mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho, 

2012).  

Pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang 

diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan 

program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan 

berkualitas. Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya, dan pembuatan 

keputusan yang tepat untuk memfasilitasi terwujudnya akuntansi publik. Analisa 

kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

telah ditetapkan serta dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. 

APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi 

dan efektivitas pemerintah daerah.  

Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang 

berkaitan dengan kinerja,  pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk 

mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan 

sekaligus memberikan suatu informasi obyektif kepada publik mengenai 

pencapaian hasil yang diperoleh. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang 
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hubungan faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan 

pemerintah menunjukan adanya beberapa faktor yang berpengaruh. Faktor faktor 

tersebut antara lain adalah pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan pertumbuhan 

ekonomi. 

Rasio Kemandirian = 
Pendapatan Asli Daerah i 

x 100 % 
Bantuan Pusat/Provinsi+Pinjaman i 

 

Tabel 1.1 

Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Nama 

Kabupaten/Kota 

Kinerja Keungan dengan Rasio 

Kemandirian Daerah (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Banyuasin 6.9 5.9 5.6 6.6 7.2 

Empat Lawang 4.3 3.8 2.8 8.2 3.5 

Lahat 9.8 13 12 10.2 6.4 

Muara Enim 8.4 10.4 8.7 12.1 12.3 

Musi Banyuasin 5.8 9.8 6.8 8.93 8.4 

Musi Rawas 10.5 7.4 7.07 10.8 6.6 

Musi Rawas Utara 3.9 5.1 4.1 7.9 3.4 

Ogan Ilir 4.5 3.9 11.04 8.8 4.8 

Ogan Komering Ilir 11.2 8.6 6.8 13.6 14.8 

OKU 8.6 11 8.2 14 12.5 

OKU Selatan 3.9 4.6 3.7 9.8 3.6 

OKU Timur 5.4 5.5 5.4 6.4 5.7 

PALI 2.7 3.9 3.6 6.11 7 

Lubuk Linggau 5.7 8.8 9.3 14.6 13.3 

Pagaralam 5.14 7.7 6.6 8.7 10.5 

Palembang 33.6 34.6 36.6 47.3 40.1 

Prabumulih 7.9 9.7 10.1 15.3 10.7 

Sumber : Data diolah Penulis 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut UU No. 33/2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

dan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur 

dan menetapkan jenis pajak dan retsribusi daerah yang dapat dipungut oleh 

pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pencapaian realisasi atas 

anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh realisasi penerimaan daerah, terutama 
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yang berasal dari pendapatan daerah. Kesesuaian waktu (timing) dan efektifitas 

mekanisme penerimaan dan pengeluaran akan berpengaruh terhadap tingkat 

realisasi belanja, khususnya untuk pendapatan yang dapat dibelanjakan pada tahun 

anggaran yang sama (matching). Oleh karena PAD merupakan sumber penerimaan 

yang dapat dikontrol oleh pemerintah daerah, maka realisasi belanja akan 

dipengaruhi oleh realisasi PAD (Abdullah, 2013). 

 Penelitian Junarwati, Hasan Basri dan Sukriy Abdullah (2013) 

menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah dan dari komponen-komponen PAD tersebut, yang berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

investasi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Muhammad Yasin (2018) dalam 

penelitiannya terhadap kinerja keuangan juga menggunakan variabel pendapatan 

asli daerah sebagai variabel independen terhadap penelitiannya. Pendapatan Asli 

Daerah merupakan pilar kemandirian daerah, dengan Pendapatan Asli Daerah yang 

besar akan berguna bagi daerah untuk mendanai kegiatan dan pembangunan 

daerahnya (belanja). Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat mengindikasikan 

bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga memiliki tingkat kemakmuran 

yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih 

rendah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin besar 

mandiri pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 

 PAD digunakan pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah, 

pemanfaatan dan pengelolaan PAD untuk mewujudkan desentralisasi. Belanja 

daerah digunakan sebagai peningkatan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat 

dalam bentuk pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, pelayanan dasar, 

fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam 

pengelolannya belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan 

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien agar pelayanan terhadap masyarakat dan 

kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan meningkat. 
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Sumber : Data diolah Penulis 

Gambar 1.1 

Pendapatan Asli Darah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 

Pembangunan infrastruktur dengan menggunakan belanja daerah 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, dikarenakan 

pembangunan infrastruktur tersebut berhubungan dengan dengan pelayanan dan 

kesejahteraan yang dirasakan masyarakat dalam kegiatan sehari hari. Belanja 

Daerah yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar 

belanja pemerintah daerah dapat terpenuhi. 

Penelitian terdahulu Retnowati (2016), yang menggunakan belanja daerah 

terhadap kinerja keuangan membuktikan bahwa belanja daerah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan dan menunjukkan pemerintah daerah telah melakukan 

belanja daerah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja keuangan 

daerah. Apabila pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan baik dan sesuai, 

maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  
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Sumber : Data diolah Penulis 

Gambar 1.2 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator 

kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, 

sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di 

dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi.  

Dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan 

modal untuk digunakan pada kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan 

masyarakat, sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. 

Pergeseran pola belanja dalam pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk 

pelayanan masyarakat menjadikan motivasi yang melandasi penelitian ini. Yang 

menjadi pemicu permasalahan tentang sejauh mana besarnya pendapatan daerah 

mempengaruhi pola belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal untuk 

pelayanan publik.  
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Tabel 1.2 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 

Kabupaten/Kota 
Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ogan Komering Ulu 3.67 3.05 3.96 4.06 5 

Ogan Komering Ilir 5.07 4.81 4.47 5.11 5.01 

Muara Enim 3.14 7.62 6.78 7.16 8.67 

Lahat 3.84 2.14 2.34 4.44 4.07 

Musi Rawas 7.37 5.13 5.25 5.03 5.79 

Musi Banyuasin 4.67 2.29 2.17 3.02 3.23 

Banyuasin 5.14 5.56 5.89 5.05 5.14 

Ogan Komering Ulu Selatan 5.51 4.54 5.19 4.51 5.16 

Ogan Komering Ulu Timur 5.2 6.05 6.17 3.37 4.43 

Ogan Ilir 6.66 4.43 5.13 5.14 5.26 

Empat Lawang 4.23 4.5 4.54 3.71 4.23 

Pali -0.01 4.44 5.19 5.97 6.43 

Musi Rawas Utara 9.92 3.34 2.7 4.65 4.22 

Palembang 5.25 5.45 5.74 6.21 6.69 

Prabumulih 11.51 4.84 6.62 5.27 5.83 

Pagar Alam 4.57 4.33 4.41 4.81 4.31 

Lubuk Linggau 6.3 6 6.33 6.31 6.01 

 Sumber : Data diolah BPS Sumatera Selatan (2020) 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan 

sektor publik dalam menilai pencapaian strateginya  yaitu alat ukur finansial 

melalui laporan keuangan kepala daerah dalam menilai pencapaian strategi daerah. 

Penilaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur pemerintah daerah untuk 

membenahi kinerja, karena masih terdapat kabupaten/kota yang masih rendah 

dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya. Apabila pengelolaan daerah 

dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, maka akan 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Prasasti, 2014).  

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menguji faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah dengan mengambil sampel laporan keuangan pemerintah daerah 

provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan tiga variable independen : 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Perkembangan Ekonomi yang 
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mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, judul penelitian ini 

adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan ?  

2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ? 

3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ? 

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan 

Ekonomi bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja  Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan 

yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada 17 

kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data laporan hasil 

pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited yang 

diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 

anggaran 2014-2018. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah, 

Belanja Daerah dan Perkembangan Ekonomi berpengaruh secara 

Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah, 

Belanja Daerah dan Perkembangan Ekonomi berpengaruh secara 

Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat untuk 

mengetahui kinerja pemerintah daerah sehingga bisa menjadi alat 

pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 
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1.5 Sistematika iPenulisan 

Guna imembuat ilaporan iini ilebih iterarah, imaka isecara igaris ibesar ipenelitian 

iini iterdiri idari i5 i(lima) ibab iyang iisinya imencerminkan isusunan iatau imateri iyang 

iakan idibahas, idimana itiap-tiap ibab imemiliki ihubungan iantara isatu idengan iyang 

ilainnya iBerikut iini iakan idiuraikan isecara isingkat imengenai isistematika ipenulisan 

ipenelitian iini iyaitu: 

BAB iI PENDAHULUAN 

 Bab iini iberisi idasar ipermasalahan iyang iakan idibahas idalam ipenelitian 

iyang iterdiri idari ilatar ibelakang i, iperrumusan imasalah, ibatasan imasalah, 

itujuan idan imanfaat ipenelitian, iserta isistematika ipenulisan. 

BAB iII TINJAUAN iPUSTAKA 

 Dalam ibab iini ipenulis iakan imenguraikan isecara isingkat imengenai iteori-

teori iyang iakan idigunakan idalam imelakukan ianalisis idan ipembahasan 

iyang iterdiri idari ilandasan iteori, ipenelitian iterdahulu, ikerangka 

ipemikiran, idan ihipotesis ipenelitian 

BAB iIII METODE iPENELITIAN 

 Bab iini imemuat ijenis ipenelitian, itempat idan iwaktu ipenelitian,definisi 

ioperasional ivariabel ipenelitian, ipopulasi idan isampel, iteknik 

ipengumpulan idata, imetode ipenelitian, idan iteknik ianalisis idata 

BAB iIV PEMBAHASAN 

 Pada ibab iini iberisi ipembahasan iserta ianalisa iterhadap idata-data iyang 

idiperoleh idari ipengujian ideskriptif istatistic, iuji iasumsi iklasik, idan iuji 

ihipotesis 

BAB iV PENUTUP 

Pada ibab iini iberisi ikesimpulan idan isaran, iyang itelah ipeneliti iuraikan 

ipada ibab-bab isebelumnya, iselain iitu ipenulis ijuga imemberikan 

isaransaran iyang idiharapkan iakan ibermanfaat idalam ipemceahan 

imasalah. 

 


